BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

N

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Meimbang : a. bahwa dalam rangka elektifitas dan efisiensi serta
tertibnya perhitungan anggaran dalam menyusun
Anggardn Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2018, perlu disusun Standar Biaya
Pemerintahan Nagari;

b. bahwa untuk melaksanaken ketentuan Pasal 81
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a dan hurul b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan
Nagari Tahun Anggaran 2018,

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 235) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lemberan Negara Republik
[Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17| Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 [Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

/(



10.

11.

Undang-Undang Nomor 195 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi | Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peruncang-Undangan
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011Nomor
383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); '

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan | (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun | 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Repubdlik Indonesia
Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun| 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana |telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan | Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, |Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 157)
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Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan | Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12|Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Nomor 6041):

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,
PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya
atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan
APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pelatihan Masyarakat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2

Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Pemerintahan Nagari,

Peraturan Daerah Kabugaten Pesisir SelatanNomor 9

Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;



Me:netapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG | STANDAR BIAYA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pes:sir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Nagari adalah Pemeritahan Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan.

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu
Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Nagari.

6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya
disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga
yang melaksanakan fungsi | Pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari
berdasarkan keterwakilan unsur masyarzkat dengan
memperhatikan keterwakilan wilayah dan .
ditetapkan secara demokrasi

7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan
Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Standar Biaya Pemerintahan Negari adalah sebagai
standar. untuk menctapkan besaran biaya dalam
penggunaan Alokasi Dana Nagari meliputi belanja
Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan
lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat nagari.

9. Dana Desa (DD) yang -selanjutnya disebut Dana
Nagari (DN) adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayel
penyelenggaraan Permerintahan, pelaksanaan
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

10. Alokasi Dana Nagari acalah dana yang bersumber.
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi
Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai

penghasilan tetap dan
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tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari,
tunjangan kehormatan anggcta Badan
Permusyawaratan  Nagarl, tunjangar. asuransi
keselamatan kerja dan purna bhakti Wali Nagari
serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan
Badan Permusyawaratan Nagari,

Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Nagari
selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di
bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari
dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di
tetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud pengaturan Standar Biaya Pemerintahan

Nagari adalah agar Pemerintah Nagari tertib dalam

perhitungan dan penyusunan Anggarar. Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Standar Biaya Pemerintahan
Nagari adalah sebagai pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan anggaran dan merupakan
biaya/harga maksimal yang boleh dianggarkan dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2018.

BAB 11
STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 4

Standar Biaya Pemerintahan Nagari Takun Anggaran
2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
10,

Pasal 5

Pembentukan Tim atau Panitia dinagari dalam rangka
pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan
Wali Nagart.

/\,



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ©

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Ditetapkan
pada tangga

BUPATI PES

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPESISIR SELATAN
ERJZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR E TAHUN 2017
TANGGAL ¥ .¢ODESENBER 2017

TENTANG  : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2018

RINCIAN PERITUNGAN

GUMLAH

NO. URAIAN VOLME AN I HARGA Hp) N
| SATLUAN IR
] 2 3 4 5 6 7
1. |BELANJA | ‘
1 |BELANJA PEGAWAI
a. |Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari :
- Wkl Nagan 4 ik 2. 500,000 27,000,000 ladd
- Sekretdans Nagari . ob 1,700,000 20,400,000 |add
- Kepala Seist R b 1.500,000 18,000,000 fadd
- Kepala Urusan 12 o 1,000,000 16,800,000 |add
- Kepala Kampung 12 ob 1.300.000 15,600.000 |add
- Bendahara Nagari 12 ob 1.300,000 15,600,000 |add
Stal Nagart 1 gsatul orang 24 ob 750,000 9,060,000 |add
Stad Bamus Nagas 1 isatu) orang i3 by 750,000 9,000,000 fadd
b. |Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- Wal Nagan Non PNS L2 oby 1,300,000 15,600,000 {add
- Sekretars Nag Gt ol 1,000,000 12,000,000 jadd
- Wall Nagant PNS 12 ol 1.750,000 21,000,000 |add
- Sekretaris Nagan PNS i ob 1,000,000 12,000,000 |add
- Kepala Seksi L2 ob 600,000 7,200,000 |add
- Kepala Urusan 1y ohb 500,000 6.000.000 fadd
- Kepala Kampung ) oh 150,000 5,400,000 |add
Bendaharae Nagan e Gl 700,000 5,400,000 add
tal Nagar 1 isatuy orang § 1@ ol 200,000 2,400,000 Jadd
Stal Bamus Nagari ! sata) orang 1 & l ol 200,000 2,400,000 {add
¢. {Tunjangan Program Jaminan Keschatan, Ketenagakerjaun i 1
dan Purna Bakti | i
a. Wall Nagar vl L0000y 3,000,000 [add
b Jamman Ketenagakerjaan bagi
Perangkat Nagari 12 ob 23.000 300.000 [add
¢ Jamman keschatan bagi Perangkat
Nagari (lelas 12 ob 25,300 306,000 |add
d. |Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari :
Ietua b orang! 12 ub 1,150,000 13,800,000
Wakil Ketua 10 vrang) b2 ol 1,030,000 12,600,000
Sekretaris L oorang) 2 ob 950.000 11,400,000
Anggota . 2 orang) {2} oh 50,000 10,200,000
¢. |[Honor pengelola keuangan Nagari :
a. Penpgguna anggaran oh 300,000 300,000 jadd
b, Koordinator PYPRN/Sekretaris Nagart [oIp 250,000 250,000 |add
€. FTRNN ob 200.000 200,000
d. Bendahara Nagari oh 200,000 200,000 |add
(Dibavarkan selama 10 (sepuluh) bulan datam 1 tahuny
2 |BELANJA BARANG DAN JASA
a. JBelanju barang habis pakai : NMetgacu puda standar farg
at Tulis Kantor ! barang yang, telah ditetapkan
dengan keputusan Bupati
Pesisir Selatan Tentang
Penetapan Standar
Harga Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2018
Bahan Bakar Minvak :
Premium Harga Pertamina 1 hier 6,450 6,930 |{Untuk nagari vang
Premium Harga Kios 1 liver 8,000 8,000 [jarak lokasinya lebinh
Pertalite Harga Pertamina 1 liter 7.500 7,500 [dari 5 Km dari SPPBU
Pertalite Farga Kios i liter 10,000 10,000
Catatan @ BBM disesuaikan dengan ketetapan harga resmi yvang
berlaku
b. {belanja bahan material Mengacu pada harga pasar
setempal atau harga pasar
terdekat dari nagan tersebut
c. |belanja jasa kantor
o Pemaleun e Telpon dan Listrik Pembayaran vang dilakukan
sesual dengan Renvataats
1t cost) yang didasarkan
peraturan vang beriaku
b, Pengurusan Pajak dan Biava vang sejerisnva untuk i Mengacu pada Perdi Provins:
Kendaraan Bermotor | dan auran lainnva vang berlaku
I




T P K] 1 4 s 6 [ 7
T 4 1
d. |beianja perawatan kendaraan bermotor
“a. Kendaraan roda 2 (dua! ! unity/ tahun 1,500,000 1.500,000
Ieterangar belaia peravate bermotor : l
vang termast dalam Anggarai Biuve Pemeliharaan ’
acalal s service, penggaitian suku cadang dan pelumas i
l I |
1
pembavaran  pajak kendaraan | \
STNR. adminstrasi TNRE serta | |
biava pengurusan ushyva sesuar dengan peraturan yang 1
berlaku, Apabita disebabkan Kelalaian pemegang Kendaraas teriad %
pengenaa denda, maka denda dibayar vich pemegas ndarasn i i
|
| |
e. |Belanja Cetak dan Penggandaan : t
Penggandaan iFoto Copyl | 201) 1 200 '
Penjititan Skripsi i ! 40000 ‘ 10,000
Penyilitan ! i : St | 700
| i
Spandui ; J 0,000 LIS RVIOIN] ;
f. |Belanja Makan dan Minum : 1 1 !
| |
Makan dan minum rapat : : ‘l ! \‘
i ] i
! i oo 20.000
| H
Snack | 500 RI¢]
Makan d m Tamu i 2,500,000 2,500,000 | Maksimal
Makan dan Minum Harian t1h 1.500.000 1.500,000 [Maksimal
g. |Belanja Perjalanan Dinas :
:
1. Dalam Kecamatan | |
- Wah Nagar dan Ba: | ol 75.000 75,000
- Perangkat Nagar | oli [SIERVISIV] [SRVIVY
Catatan - ~hasus kee. koto NE Tarusan (Nagari Sei. Nvalo Mudiax
Ate, Mandeh. dan Sei. Pinang) ke Kantor Camnat Koto NI Tarusan i |
- Wali Nagant dan Bamus ! o HOU0,000 100,000
- Perangkat Nagart i ol 85,000 %5.000
i I
|. Dari Nagari K¢ Kabupaten | i
pe i L
L1 Dar Kee, koto N Tarusan s.d Keoo cengavang
Walt Na an Banus oh 175.000 175,000
L Pera u _
Peran u ol 1.25.000
Catatian sus e, Noto N Tarusan sNagart Ser Mo Mudi i
Ate, Mandet, dan Sen Pinangt ke Pusat habupaten ‘ |
% RN 1 Play ‘ i
Weal Na noanas ‘ ]‘ 200,000 i 200,000
i
- Per Neagalt H i !
Pera UNagart | wl ! 150,000
! | e
2. Dant kee Ranah Pesisir Sampal Keo Pancung Soa. | .
l |
- Wall Nagari dan Bamus i . -
b BELEElE S s | ! oh 200,000 200,000
. i
- Perangka Nagarn . - 5
Perangial Magil 1 i o 150,004 | 150,000
|
3. ar keeo Ratah Ampek Hulu Tapan s.d ke Silaut 1
- Wali Nuga 1 Bamus : olt 230,000 250,000
- Porangkat Nagar 1 oh 200,000 200,000
111. Luar Daerah Dalam Provinsi
a. Tujuan Kab. Pasaman, Sijunjung. Dharmasraya, Pasaman
Barat, Solok Sclatan, 30 Kota, Pavakumbuh dan NMentawai
1. Dari Kee. Koto NI Tarusan s.d kec. Lengayang
- Wali Nagari dan Bamus i Ol 300 000 300,000
- Peranghkat Nagari ! oh 250,000 250,000
2. Dart hee Ranah Pesisi Sampai Kee, Panving Soal
- Walt Nagan dan Bamus o 35 1L00D 350,000
- Perangkat Nagan i oh 300,000 300,000
3. Dari kec. Ranah Ampek Huiu Tapan s.d Kee. Sitaut
- Wali Nagari dan Bamus oh 375.000
- Perangkat Nagari i oh 350,000 350,000
b. Rata - rata (non point a) !
1. Dar Keeo Koto X Tarusan Sampai Lengayang
- Walh Nagan dan Bamus T — =
i Nagar dun Bamus | oh 252,000 250,000
= PLERIEREL R 1 ol 200,000 200,000
2. Dart Kee Ranah Pesisir Sampai Pancung soal
Wali Nagar dan Bamus i ah 300.000 300.000
- Perangkat Nagari 3 oh 275.040 275,000
3. Darl Kee Rahul Sampai Silaut
SwWal Nogar dan Bamus ! I50,0i0 350,000
2o ] 3 1 % 5 » 5
Perangkat Nagart i oh 325,000 325,000
Untuik  anggaran  kegiatan.  biave  penalanan dinas disesuaikan
dengan ketersediaan Aggaran Operasional Keglatan
|
h. |Belanja Pakaiun Dinas dan Atribut
- Pakatan Dinas «PDH : 1 naket ore 00 OO0 400,000 |Maksimal
- Pakalan Dinas Upacara [PDU i paket vig 100 080 $.H00.000
|
l. pisimal. dianggarkan antuk sata
PR masa jabatin
| |




L 2 [ o 4 5 | g ! 7
i.” | Belunja Sewa ]\ ‘I F 1 ‘
Sewa Tempat Gedung Rantors milik Pemer e lk ! l | l 250,000 E 230,000
i Rp. 250.000.- “ s
b. Kebersihan 250.000,- \ l
¢. Sewa K L 3.000 "bhuah “ |
¢ Rew Lo tae o Rp 325 0v0. ! | ; |
= : i i o ] |
Sewa Tempar Ged T sw asta ‘ : '} ,‘ et des W%
i | i l‘ 5 winpi
Seven fenciosm ruda = T 7_'1 : -hiim—!‘ | TTR00a00 ‘ e
i ; i : |
DCEW Sl oL tas e buats Ul daerali ierpeni i : 1 ! G OO } LUD W0 |
\ ; | |
3 |BELANJA MODAL % ~
a. [Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas (kendaraan roda JUESH i 27600000 1 23,000,000
(hetentuan mengenai penggunaan belanja modal mengacu pada 1 1 ‘
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun lentang !
Pedoman Pengeiolaan Kedan Nagai i i ’
|
? | }
+ TSTANDAR BELANJA OPERASIONAL LEMBAGA NAGARI DAN LAIN- | j \
LAIN ‘ |
@, Biava Operasional untuk kecamatan Koto NI tarusan Sed I\'L‘um\.\mn“ "«hn 35,000,000 35,000.000
LInggo Sart Dagant i i Malksnnal
. ) . o . | thi; i <UL 42,000,000
Biava Operasional untuk Kecamatan Air pura 5./d kee Siaut | )
| Maksimal
b. |Belanja operasional Bamus Nagari \ \ thn ! 15,000,000 15,000,000 Maksimal
Dapat dianggarkan belanja uang sidang maksimal @ a. Kewaa | 1
) a. Ketua Rp 150.000.- sidang i l |
b, Wakil ketua Seiretris #po 125 000 sidang { I ‘ i
‘ @ Rp 100000, - s | i i ; !
= o |
clanie aciembag . ‘t E
nuihan LOKAN | ‘ l SIS IPNRISIN] 5. UULL OO0
tahan Nagari 2 RKAN unasing e AN 1 ; i i )
i ! ¢ | Miltes Sl eds
Ry, 2.500.000, | i | 5.000,000( 1 3,000,000 |
© 2 Pemermtahan Nagart 1 RAN thn ! 3,500,000 3,500,000
* Lebih dart 2 Pemernitihan Nagari L RAN A : 2,500, GUL 2,500,000
Untuk  Penggunaan  Dana  RAN - dibuatkan dalam  Rencana
Penggunaan Dana (RPD) dan ditambah switanst pendukung
d. |Belanja Kelembagaan LPMN i thn 5,000,000 3,000,000
Untuk  Pei maan Dana LPMY O dibuatkar dalam Rencana Makesimad
Penggiiaan Dand iRPODE dan ditambah witans pendukung
¢. |Belanja TP PKK Nagari I tin 2,000,000 $.000.000 Malksimal,
Untuk Penggunaan Dana TP PRK Nagan dibuatkan datam Rencana Sumber Dana ADD
Kegiatan Anggaran [RhA) dan ditamban kwitansi pendukung !
[ Sumber Dana DD
Untuk Kegiatan Pemberdayaan TP - PRR Sesual Dengan Kebutuhan 1
Priovitas Nagart 1
f. |Belanja Satlinmas Nagari ! 1 Paket thn ] 5,000,000 5,000,000 NMalkisinial
Untiik Penggunaan Dana Satdmmas dib calam Rencana ‘
Reglatan Anggaran dan ditambah Kwitans: Pendukung
g [Belanja Pemilihan Wali Nagari dan Pelantikan thin | 25,000,000 23.000.000 Maksimal
|V Honor Panitia Pilwana i
- Ketua ’ ; 300000 | 100000
- Sekretaris k] | i 450000 | HU0.000
- Bendaharawa 2 builan -00,000 800,000
- Anggota 2 Org 2 bulan 350,000 700,000
2. Honor Panitia Pengawas 2
- Ketua 2 oB 350,000 700,000
Sekretaris - 13 300,000 (OO, 000
- Angeota 3 Wrg 2 OB 250,000 300,000
3. Houor KPP -
- Retua 1 Oi3 350,000 350,000
- Anggota 4 Org ! 013 300,000 300.000
4, Honor Pemutahiran data DP =+ 1 Perkampung 1 [G15} 30,000 300,000
5. Honor Petugas Keamanan 3 Org Per Nagart vang
terdiri dari TNIL Polit dan Petugas isecamatan. ! OH 200,000 200,000
6. Biava kebersihan per TPS 1 15.000 150,000
7. Makan dan snek rapat Sestaikan Den
8. Foto copry DPSDPT ainnya kebutuhan dan mengaju
9. Atat Tulis pada standar harga
11 SPPh Pamtin = Panitia Pengawasan
h | Belauja Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari dan ‘1 Matksid
Pelantikan i ! : 300U 2 e
i. |Belunja Peningkatan SDM Aparat Pemerintahan Nagari : {7 !
L DIkl Repemiumpinan bagh Wah Nagarii khusus bagl wall nagan 3 _ X - e o
vang baru dilantk tahun 2017 dan 20150 ) MG 0.0 UnouY g » Delim termasuic blava
g SPPD, ADD
3. Stuay homperatit (Wadl Nagart, Baimus Nagars dan Peran sKetl Maiksimai | isab dalam 1 Tahun
Nagar: . Catatan - Wail Nagan dan Bamus Nagari sctara dengan Gol Biava at-cost. Sumber dana ADD
i Pete arsetare dengan Go g paket 7,000,000 | 21,000,000
|
i




o RE 3 4 & 6 o
j. |Pendistribusian Raskin:
Anggaran Pendistribusian masing-masing Nagari
* Upah timbang ! kg 100 100 ADD
* Sewa titik 1 unit 35.000 35,000
* Transportasi lokal = muat bongkar 1 e 150 150
Dilarang menjual Raskin melebihi HET
{(Harga Eceran Tertinggi)
k. |Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat ; tidak ) . i Masing-masing nagar minimal
s . S i I 1 Rusalk-Bere 30,000, ) 30,000,000 -
layak huni (untuk fakir miskin) Rusak-Berat 30.000,00¢ menganggarkan 2 unit/tahun,
| Rusak Sedang 20.000.000 | | 20.000.000 Sumber Dana DD
H Rusak Ringan 15.000.000 15,000,000
Pembangunan Jambanisast (W untus masyarakat mis nenimal 5 unit per sagar. sumbe:
i 1t 3,000,000 3,000,000 dana i)
Bagi nagari lokasi PAMSIMAS dapat menganggarkan dana
pendamping program sesuai ketentuan.
. . . - . ’ ber dana DD, Rp.5.000.000,- s.d
ivent-ivent seni budaya, adat dan agama ditingkat nagari dan . 2HID ; >
- 3 10,000,000 10,000.000 2 .
kecamatan L Rp. 10.000.000.
sumber dana ADD, maksimal Rp.
Penegasan dan penetapan batas nagari bagi nagari prioritas. 7.500,000 7.500,000 7.500.000,-
I. |Honorarium Kader/Guru
Minimal 15 Orang Murid dan
- Insentif Guru TPQ-TPSQ-MDA 12 org/ bin 300,000 3,600,000 maksimal 3 org
guru/TrPQ/TPSQ /MDA, DD
- Insentif Guru PAUD/TK 12 org/ bin 300,000 3,600,000 DD
- Insent! Kader Yandu 12 org, Hin 50,000 60OV,000 nh
Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
12 iy 150,000 150,000 b)
Perbulan
- Insentif PPRBD 12 org/hin 75,000 900,000 DD (Dalam Bentuk Kegiatan)
- Insentil Sub PPRBD 12 org/bin 60.000 720,000 ShA
- Insenuf Kader BKB 12 org; bin 50,000 600,000 Sha
- Insentil Kader BRR 12 org - bin 50,000 OO 000 SHA
- Insentil Kader BKL 12 org; bin 50,000 600,000 Sbha
- Insentif Kader PIKR ] urgbin 50.000 600,000 SDA
- Insentil’ Kader Dasawisma 12 org/ bin 60,000 720,000 SDA
- Insentil Kader Nagari Siaga minimal 1 {sawu; orang P orgy bin 150,000 1,800,000 SbAa
- Insentil Kader Teknik 12 org/bin 60,000 720,000 SDA
- Insentil Petugas Registrasi Nagari (Seknag) 12 org/bin 150,000 1,800,000 ADD
Setiap Kader/Guru tidak dibenarkan menerima honor ganda
Untuk Penggunaan Dana Masing - Masing Kader, Guru membuat laporan kegiatan pembinaan sebagai pertanggungjawaban
m |Honorarium Tim Penyusun RPJM/RKP Nagari
* Ketua 1 paket 250.000 250,000 Untuk seluruh kegiatan dalam 1
Sl RR A . , tahun
" Sckretaris i paket 200,000 200,000 &
* Anggota (5 arang) 1 paket 150,000 150,000
n. |Honorarium Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan
] * Ketua 1 pakel 250,000 250,000 untuk seluruh }I;'egialan dalam 1
Sl rnand tahun
Sekretaris 1 paket 200,000 200,000
Anggota (3 orang ! paket 150,000 150,000
o. |Honorarium Tim Penerima Hasil
Pekerjaan (TPHP), 3 orang
* Ketua | pakier 250.000 250,000 untuk seluruh kegiatan dalam |
* Sekretaris . tahun
Sekretaris I paket 200,000 200,000 b
Anggota ! paket 150,000 150,000
p. |Biaya pembuatan DED & RAB
T 0 juta - 100 Juta 1 paket 1,000,000 1,000,000 Masuk dalam
* 100 s.d 300 juta 1 paket 1,500,000 1,500,000 Perhitungan Aset
T 300 wa 1 paket 2,000,000 2,000,000 Fisil
(belanja Modal)
dibuat oleh TPK disahkan oleh PDTI
DD
9- | Belanja Pelatihan /Seminar/Sosialisasi
Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat
1. Eselon | 0; Mater 1,000,000 1,000,000 | Sesuai dengan pedo
2. Eselon 1l - . o/ materi 750,000 750,000 | Protap 2018
3. Esclon {1l kebawah o/materi 600,000 600,000
Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi
1. Eselon | o/ mater ©00.000 600,000
2. Eselon Il o/materi 500,000 500,000
3. Esclon 1 kebawah O matert 350,000 350,000




o PN ey 5 BER iz
Pegaw | Negeri 5ipll dari Dalam Kabupaten
1. Ese nll o/materi 3001000 300,000
2. Esc ol kebawah o/mareri 250,000 250,000
3. Peji ot Fungsional o/maten <00]000 200.000
Honor rium Narvusxumber/ Instruktur dari Kecamatan: C
1. Esc nllf o/materi 200.000 200,000
'}. Ese n I\”l‘(éi)‘u‘vu‘l) i ) o/materi 1501000 150,000
Non F yawal Negerl Sipil/Widyuswara disetarakan dengan eselon I it
Isestilkan
1 Oridleny
Hono' ionor lainnya
Pemb: :tan maksiah dari Pusat 00000 400,000
Pemb :tan ‘makalah dari Piobinli 330.000 350,000
Pemb: .t makalal: Kabupaten 300.000 300,000
Hono: rfum MC A00.000 200,000
“Hono o iwm Mo rator ok 200,000 200,000
-Hone  jum Nobvcen ok 150.000 130,000
“Hane mim Roh. siwan ok 150,000 150,000
Biays cansportusi Pembicara Khusus/Narasumber/ Instruktur:
-Trans rtasi Nar sumber dari Provinsi pahet 200.000 200,000
“Trans rtasi Nar sumber dari Kabupaten (PP) paket 150,000 150,000
“Tran: srtasi Nar: sumber dari Kecamatan (PP) patket 100,000 ! 100,000
Belan leglatan pemutakhiren data frofil nagari (didsesuaikan Talis 3.000,000 5,000,000 Maksimal
Belan <egiatan | ~mutakhiran data frofil nagar (didsesuaikan AN
dengis ebutuha. dan kemampuan keuangan napari
. L Sese B
Belan: " egiatan © BGRM Ls et . I;l? D
. chutuhan .
Seso
Belan legintan  awasan Rumah Pangan Lestari Vs i Nigars Mlot Project, i
| Khebuihan I
. . . , Sesaa .
Uelan Segiatan  gari Layak 7nak L i ) Nugar Piot iorecr, D
Wi _i__hebutuhan N
Belan <egiatan o clombaan, et dan Promosi Ls . Sl i)
Kebutuhan
Belan  usilitasi sriasama Perintau Ls . U Nagari Pilot Proicet, Al
Kebutuhan B S
@ 5 . _ ALD Pembayaran berdasarkan Sh
Belan: canggap ¢ cural benean « alam di Nagar 5,000,000 . :
Reip =t ’ Wali Nagari
Belap: Segiatan 1 omba Nagari Lerprestasi dan Transparansi Dana :
E e i Sestas
Desa 1 Nagan AN Sp untu < mewnkili Kecamatan untuk ; ADD
. Nebutuhan
mengi 1 lomba) o -
Belani Penyertae s Modal kepada BUM Nagari, bagi BUM Nagari 250,000,000 | Maksimal , DD
’
vang to h terbent: ik |
BUPATI SIR SELATAN




